
 

 

 

 
 

WALIKOTA BANDA ACEH 

      
PROVINSI ACEH 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 
 

NOMOR    14   TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK 
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 
WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pemilihan keuchik serentak telah 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 58 
Tahun 2021 tentang  Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik 
Serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian tahapan Pemilihan Keuchik 
Serentak, dipandang perlu menyesuaikan kembali Peraturan 
Walikota Banda Aceh Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam wilayah Kota Banda 
Aceh;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak 
Dalam Wilayah Kota Banda Aceh; 
 
  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang.... 

SALINAN 
 



 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1409); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan 
dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi 

Aceh Tahun 2009 Nomor 26); 
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh 
Tahun 2019 Nomor 1); 

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan 
Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 
2012 Nomor 4);  

14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2021 tentang 
Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19  Pada Pemilihan Keuchik 
Serentak (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 
54);  

 
 
 

MEMUTUSKAN.... 



 

 

 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN 
KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1 Kota adalah Kota Banda Aceh. 
2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3 Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 
4 Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 
5 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. 
6 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan 

yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai 
batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan 
berkedudukan langsung di bawah Camat. 

7 Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di 
bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 

8 Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet 
Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan gampong. 

9 Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga 
gampong. 

10 Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.  

11 Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi 
persiapan  pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, 
pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, 
penetapan hasil pemilihan, dan pelantikan keuchik.  

12 Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan 

P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang 
ditetapkan oleh TPG. 

13 Bakal Calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan 
oleh P2K ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik. 

14 Calon Keuchik adalah Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi 
syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan 
P2K. 

15 Calon terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara 
terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan 
Keputusan P2K. 

16 Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota 
atas usul Camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang 
dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu. 
 

17. Penjaringan... 



 
 

17 Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk 
mendapatkan Bakal Calon dari warga Gampong setempat. 

18 Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K 
terhadap Bakal Calon. 

19 Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk 

menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi 
dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi 
Keuchik. 

20 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya 
disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di 
masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). 

21 Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah 
petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan 
pemilih di Gampong yang bersangkutan. 

22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya 
disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 
Banda Aceh. 

23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya 
disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan 
Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong. 

24 Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19  
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute 
Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2). 

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis 

Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. 
(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 3 

 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Banda Aceh Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 
Pemilihan Keuchik Serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh (Berita 
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 58) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Pasal 4……. 
 
 
 
 

 
     (2) Petunjuk…  



 

 

 

 
 

Pasal 4 
          

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Banda Aceh. 

                
 

 
 Ditetapkan di Banda Aceh 
               pada tanggal  26     Juli        2023 M 
                                      8  Muharram 1445 H  
 

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

              CAP/DTO 
 

                          AMIRUDDIN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 16 
 

 

 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal  26     Juli         2023 M 
                       8  Muharram   1445 H 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 

 
CAP/DTO 

 
WAHYUDI 

 


